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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2607/Pdt.G/2019/PA.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Slawi  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara; 

PENGGUGAT,  lahir  di  Tegal,  29  Desember  1991,  agama  Islam,  Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga,  Pendidikan Sekolah Dasar,

tempat kediaman di  XXXX,  Kabupaten Tegal.,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Tegal, 15 Februari 1986, agama Islam, Pekerjaan Buruh

Harian  Lepas,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat

kediaman di Alamat terakhir :  XXXX, Kabupaten Tegal.

Alamat  sekarang  :  Tidak  diketahui  keberadaan  dan

alamat  Tergugat  dengan  terang  diseluruh  wilayah

Hukum Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  dalam surat gugatannya  tanggal  16 Agustus 2019

telah  mengajukan perkara  Cerai  Gugat yang  telah  didaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2607/Pdt.G/2019/PA.Slw tanggal 16

Agustus 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2009, Penggugat telah melangsungkan
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pernikahan  Secara  Islam  dengan  Tergugat  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal,

sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 07 Februari 2009;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  dirumah  Penggugat  sebagaimana  alamat  Penggugat

tersebut diatas, sampai terakhir pada bulan Desember 2016;

3. Bahwa  selama  menikah  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah

berhubungan  sebagaimana  selayaknya  suami  istri  (Bakda  dukhul)  telah

dikaruniai 2 orang anak yang bernama  NAMA ANAK PERTAMA (umur 10

tahun),  NAMA ANAK KEDUA (umur 3 tahun),  dan sekarang kedua anak

tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa  pada  bulan  Desember  2016  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat dan anaknya, tidak pernah pulang dan memberi kabar serta tidak

diketahui  dengan jelas  dan pasti  keberadaanya  diseluruh Wilayah  hukum

Indonesia pergi selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat pada

orang  tua  Tergugat  dan  sanak  famili/  keluarga  Tergugat  akan  tetapi

semuanya menjawab tidak tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa

sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan

berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

7. Bahwa  Penggugat  mengikuti  administrasi  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan  alasan/  dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Slawi  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  Tergugat  (TERGUGAT)  Kepada

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  undang-undang  yang

berlaku;
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SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa, kehadiran Penggugat di muka persidangan ternyata bukan untuk

melanjutkan  proses  persidangan  tetapi  menyatakan  akan  mencabut

gugatannya karena  Penggugat  tidak  bersedia  untuk  membuat  Surat

Keterangan  Miruda  disebabkan  Tergugat  sudah  jelas  keberadaannya,  dan

Penggugat sudah bertemu dengan Tergugat, Tergugat tidak bersedia datang ke

persidangan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya

telah  dikutip  dalam  berita  acara  persidangan  dan  untuk  lebih  singkatnya

dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  tersebut  dilakukan  oleh

Penggugat  sebelum  pembacaan  surat  gugatan  Penggugat atau  sebelum

Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan

dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV

Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan

perkara  dinyatakan  dicabut  sedangkan  pokok  perkara  tidak  perlu  lagi

dipertimbangkan;
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Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  pencabutan

Penggugat  tersebut  maka  diperintahkan  kepada  Panitera  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat  dicabut, namun karena

perkara  ini  telah  didaftar  dalam register  perkara  dan  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989

tetang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada  Penggugat;

Menimbang,  bahwa meskipun gugatan Penggugat  dicabut namun oleh

karena perkara ini  telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  7

Tahun 1989  yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009, biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta dalil dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk  mencabut

perkaranya;

2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan

dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sobirin, MH.

sebagai  Ketua  Majelis,  dan  Hj.  Rizkiyah,  S.Ag,  MHI.  serta  Abdul  Basir,

S.Ag.,S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga  oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Waskito,  SH.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat.
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Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Sobirin, MH.
Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. PNBP  Panggilan  1
Penggugat

: Rp 10.000,00

4. PNBP Panggilan 1 Tergugat : Rp 10.000,00

5. Biaya Panggilan : Rp 270.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

7. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

   Jumlah : Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.
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